MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022

Tentang
Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon . Partai Berkarya yang diwakili oleh Muchdi Purwopranjono
sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
dan Fauzan Rachmansyah sebagai Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara :  Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017
terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Amar Putusan . Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan . Selasa, 31 Januari 2023
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah partai politik yang pernah menjadi peserta Pemilu tahun 2019,
namun untuk Pemilu tahun 2024 Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pemilu.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah
pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (3),
Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa sebagai partai politik merasa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat
atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent)
untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun.
Namun dengan adanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah
membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk
mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan a quo telah
mengatur persyaratan calon Presiden atau wakil Presiden yang belum pernah menjabat
sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang
sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan,
sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan
salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama
untuk dicalonkan Kembali, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa
Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan legitimasi dari Kementeraian Hukum
dan HAM serta di dalam akta pendiriannya telah dinyatakan siapa saja yang dapat mewakili
partainya dalam persidangan di depan pengadilan yakni Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pemohon. Adapun dalam



menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan
partai politik peserta Pemilu tahun 2019, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya
yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat
menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Oleh
karenanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut
Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan
bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n jo Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan
UUD 1945 dan berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitutisional Pemohon
dalam mengusulkan pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, Mahkamah pada
pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena batu uji dan alasan permohonan a quo berbeda dengan
permohonan sebelumnya yang pernah diputus oleh Mahkamabh, oleh karena itu menurut
Mahkamah permohonan a quo tidak ne bis in idem.

b. Bahwa Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan dinilai telah membuka celah (loop hole)
bagi rezim Orde Baru merekayasa begitu rupa sehingga Soeharto menjadi Presiden
lebih dari 32 tahun, Sidang Istimewa MPR 1998, sepakat untuk membatasi periodesasi
masa jabatan Presiden dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR, yaitu: Tap MPR
Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden. Konsiderans “menimbang” huruf ¢ Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998
menyatakan, “dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak adanya
pembatasan berapa kali Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk
memegang jabatannya telah menimbulkan berbagai penafsiran yang merugikan
kedaulatan rakyat/kehidupan demokrasi’. Oleh karena itu, anggota MPR bersepakat
untuk mengubah substansi Pasal 7 UUD 1945 tanpa menunggu perubahan UUD 1945
sesuai Pasal 37 UUD 1945 menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” [vide Pasal 1 Tap MPR
Nomor XIII/MPR/1998].

c. Bahwa ketika tercapai kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi
substansi Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD
1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi
Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di
bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti
pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Para pengubah
UUD 1945 bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara
berturut-turut maupun tidak berturut-turut [vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku
IV, Jilid 1, him. 477]. Bahkan, apabila diletakkan dalam konteks demokrasi presidensial,
batasan dua kali berturut-turut dimaksudkan merupakan batasan maksimal seseorang
untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

d. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden
secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 6 ayat
(1) UUD 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden”. Karena norma konstitusi tidak mungkin mengatur secara detail
persyaratan tersebut, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur lebih lanjut dengan



menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih
lanjut dengan undang-undang”.

e. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana
disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat
pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang
dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan,
khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud “belum
pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang
bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa
jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut
kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD
1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal
227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara
pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga
konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud.

f.  Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, telah
ternyata Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak menimbulkan
persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaiyu
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion)
sebagai berikut:

Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Terkait hal tersebut, selain bukan merupakan partai
politik peserta Pemilu 2024 sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam persidangan,
Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sedang menjalin koalisi atau
bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden pada Pemilu 2024. Fakta hukum tersebut semakin menegaskan tiadanya kerugian
dan hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n
dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, sehingga tiada pula hak konstitusional Pemohon yang
hendak dipulihkan (redressability). Dengan demikian, berlakunya Pasal 169 huruf n dan
Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh
karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo dan Mahkamah
seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard).



